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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perspektif masyarakat pajak 

terhadap PMK No. 196 tahun 2021 tentang Program Pengungkapan Sukarela (PPS). 

Program Pengungkapan Sukarela ini diberlakukan pada tanggal 1 januari 2022 

sampai dengan 31 juli 2022 yang diperuntukan untuk wajib pajak yang belum 

mengungkapkan seluruh hartanya dengan skema-skema yang telah ditetapkan. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Sampel dalam penelitian ini 

adalah masyarakat pajak yang meliputi wajib pajak orang pribadi, konsultan pajak, 

dan otoritas pajak. Sampel dilakukan dengan metode purposive sampling dengan 

keriteria. Teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini 

menggunakan teknik wawancara tak terstruktur. Metode analisis data yang 

digunakan yaitu data reduction, data display, dan Conclusion Drawing. Hasil 

penelitian ini menunjukan bahwa persepsi dari masyarakat pajak memiliki perspektif 

yang berbeda namun dengan pemaknaan yang sama dan menganggap bahwa 

kebijakan ini bermanfaat. 

Kata kunci : Kebijakan PPS, Masyarakat Pajak, Persepsi Masyarakat. 
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ABSTRACT 

 

This study aims to determine the tax society's perspective on PMK No. 196 of 

2021 concerning the Voluntary Disclosure Program (PPS). This Voluntary 

Disclosure Program is implemented on January 1, 2022 to July 31, 2022 which is 

intended for taxpayers who have not disclosed all of their assets with the schemes 

that have been determined. This study uses a qualitative research type. The sample 

in this study is the tax community which includes personal taxpayers, tax consultants, 

and tax authorities. The sample was conducted by purposive sampling method with 

certain criteria. The data collection technique applied in this study used an 

unstructured interview technique. The data analysis methods used are data 

reduction, data display, and Conclusion Drawing. The results of this study indicate 

that the perception of the community has a different perspective but with the same 

meaning and considers that this policy is useful. 

Keyword : PPS Policy, Tax Community, Public Perception. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Keberhasilan pembangunan negara didukung dengan perencanaan 

anggaran pendapatan negara yaitu APBN. Perencanaan anggaran mencakup 

pengeluaran dan pemasukan yang bertujuan untuk menunjang pembiayaan 

pembangunan negara (Rachman, 2018). Selain itu pembangunan negara harus 

didukung pembiayaan yang berasal dari masyarakat, salah satu usaha untuk 

mewujudkan kemandirian negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu 

menggali sumber dana yang berasal dari masyarakat yaitu pajak. 

Pajak merupakan bagian penting dalam pembangunan negara, hal ini 

karena dana yang digunakan untuk membangun negara indonesia sebagian 

besar dibiayai dari pendapatan pajak(Andinata, 2015). Pajak diharapkan untuk 

menunjang pembelanjaan negara dan pembangunan nasional. Oleh karena itu 

dari tahun ke tahun, pemerintah terus berupaya untuk mengoptimalkan 

pemasukan pajak (Lumy et al. 2018). 

Penerimaan pajak di Indonesia dalam beberapa tahun mengalami 

perlambatan yang berdampak pada turunnya penerimaan . Kondisi perpajakan 

di Indonesia diperparah dengan perlambatan ekonomi yang disebabkan oleh 
 

pandemi Covid-19 (Satria et al., 2021). Pandemi Covid-19 membawa 

perubahan yang signikan terhadap kegiatan sosial ekonomi masyarakat dengan 

adanya pembatasan kegiatan dan tatanan kehidupan masyarakat. Badan Pusat 

Statistik (BPS) mengumumkan ekonomi Indonesia mengalami perlambatan 
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pada kuartal I/2020 yaitu sebesar 2,97%. Kepala BPS, Suhariyanto, 

mengatakan bahwa dibandingkan kuartal IV/2019, pertumbuhan ekonomi 

Indonesia tercatat minus 2,41%. Perlambatan ini tidak hanya dialami oleh 

Indonesia, namun juga semua negara di dunia (Fitriani, 2020). 

Dalam upaya meningkatkan penerimaan dan reformasi perpajakan negara, 

pemerintah menetapkan kebijakan PMK-196/PMK.03/2021 yaitu tentang 

program pengungkapan sukarela (PPS). Program pengungkapan sukarela 

merupakan pemberian kesempatan kepada Wajib Pajak untuk 

melaporkan/megungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara 

sukarela melalui pembayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta (Triyono 

& Anggraeni, 2022). 

Program pengungkapan sukarela diselenggarakan berdasarkan asas 

kesederhanaan, kepastian hukum, serta kemanfaatan yang dilaksanakan selama 

6 bulan mulai dari tanggal 1 januari 2022 s.d 30 juni 2022(Irawan et al., 2022). 

Kebijakan ini diharapkan untuk meningkatkan objek pajak maupun subjek 

pajak. Meningkatnya objek pajak yang diharapkan berupa penambahan jumlah 

wajib pajak dan meminimalisir kecurangan dengan cara menggelapkan pajak 

yang bertujuan terhindar dari pembayaran pajak, sedangkan subjek pajak dapat 

berupa pengembalian dana-dana yang berada di luar negeri (Sari & Fidiana, 

2017). 

Program pengungkapan sukarela (PPS) merupakan kebijakan lanjutan dari 

PER-11/PJ/2016 tentang kebijakan pengampunan pajak atau yang sering 

disebut Tax Amnesty. Tax amnesty di tahun 2016 memiliki kegagalan yaitu 
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kurangnya standarisasi informasi yang sama antara otoritas pajak yang satu 

dengan yang lain, dan antara KPP satu dengan yang lainnya dalam pelaksanaan 

implementasi tax amnesty. Selain itu masih belum memadainya jumlah 

pegawai di KPP yang ada dalam pengalokasiannya kurang dan terbatas jumlah 

pegawai. Pelaksanaan tax amnesty belum berjalan dengan baik karena 

kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana teknologi informasi dan 

komunikasi, pelaksanaan sosialisasi yang kurang intensif dan tidak 

berkelanjutan(Istighfarin & Fidiana, 2018). 

Dalam pelaksanaan tax amnesty di Bali, khususnya di daerah KPP 

Denpasar menunjukkan bahwa tidak adanya perbedaan penerimaan pajak 

sebelum dan sesudahi penerapan program tax amnesty. Hal tersebut karena 

program baru selesai dilaksanakan, maka belum terlihat pengaruhnya. 

Kegagalan tax amnesty disebabkan karena WP yang melakukan penghindaran 

pajak dengan mendeklarasikan harta yang dimiliki dengan nilai yang lebih 

rendah sehingga belum memberikan dampak yang signifikan terhadap 

penerimaan jangka Panjang, selain itu terdapat wajib pajak yang mendaftar 

untuk mendapatkan NPWP dan tidak memiliki penghasilan rutin (Sari, 2019). 

Keberhasilan kebijakan program pengungkapan sukarela (PPS) akan 

berbanding lurus dengan kontribusi penerimaan pajaknya, terutama di daerah 

Bali. Penerimaan pajak di Bali tercatat sebesar Rp. 542.975.966.892 dengan 

kontribusi per KPP yaitu sebagai berikut : 



KONTRIBUSI PPS DI KPP BALI 

200.000.000.000 
 

150.000.000.000 
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Gambar 1.1 Daftar Kontribusi PPS Di KPP Bali 
(Sumber : Kanwil DJP Bali) 

 

Dari data yang dipaparkan menampilkan bahwa kontribusi terbesar dari 

penerimaan PPS berada di KPP Madya Denpasar. Jika dibandingkan dengan 

KPP yang lain dengan penerimaan di KPP Madya Denpasar nominalnya lebih 

tinggi sebesar Rp.148.116.884.948. 

Kebijakan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) merupakan kebijakan 

yang baru. Terlaksananya kebijakan PPS ini dipengaruhi oleh perspektif dari 

pihak masyarakat pajak dalam mendukung pelaksanaan kebijakan yang 

berlaku. Masyarakat pajak yang terdiri dari wajib pajak, konsultan pajak, serta 

otoritas pajak merupakan orang yang berkontribusi sebagai pelaku dari 

pelaksanaannya. Faktor pendukung terbentuknya persepsi masyarakat pajak 

dapat berupa sikap, motivasi, harapan, pengalaman, suasana, dan suatu hal 

yang baru (Aruan et al., 2019). 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka perlu 

dilakukan penelitian yang berjudul “Perspektif Masyarakat Pajak Terhadap 

PMK No. 196 Tahun 2021 Tentang Program Pengungkapan Sukarela (PPS). 
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Penelitian ini berupaya menggali implementasi program pengungkapan 

sukarela (PPS) dari sudut pandang masyarakat pajak (otoritas pajak, konsultan 

pajak, dan wajib pajak orang pribadi) di wilayah Bali. 

B. Rumusan Masalah 

 

Program Pengungkapan Sukarela (PPS) merupakan kebijakan 

menuntaskan kewajiban perpajakan yang belum dibayarkan, persepsi 

masyarakat pajak sangat relevan dalam penelitian ini. Rumusan masalah 

penelitian ini yakni bagaimana persepsi masyarakat pajak terhadap 

pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang dikaji di berbagai 

pihak yaitu wajib pajak orang pribadi, konsultan pajak, dan otoritas pajak. 

C. Batasan Masalah 

 

Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu sebatas perspektif masyarakat 

pajak terhadap implementasi kebijakan program pengungkapan sukarela 

(PPS). 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat 

pajak terhadap pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Selain itu, 

penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoritis dan praktis yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoritis yakni sebagai 

tambahan wawasan terkait Program Pengungkapan Sukarela (PPS). 

Sehingga, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan bagi 

wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. 
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2. Manfaat Praktis 

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan evaluasi terkait 

pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) dari sudut pandang 

masyarakat pajak yaitu wajib pajak orang pribadi, konsultan pajak, dan 

 

otoritas pajak. 



 

 

BAB V 

PENUTUP 
 

A. KESIMPULAN 

 

Berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan bahwa PPS merupakan 

kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk memenuhi penerimaan pajak 

jangka pendek maupun jangka panjang, dan pemberian kesempatan kepada 

wajib pajak untuk mengungkapkan semua kewajiban perpajakannya dengan 

membayar uang tebusan yang lebih murah. 

Persepsi wajib pajak orang pribadi yang memanfaatkan kebijakan PPS dan 

yang tidak memanfaatkan kebijakan PPS memiliki sudut pandang yang 

berbeda, namun memahami bahwa kebijakan PPS merupakan pemberian 

kesempatan kepada wajib pajak yang belum mengungkapkan hartanya. 

Perbedaan tanggapan dari kedua informan bahwa PPS merupakan kebijakan 

yang bermanfaat namun untuk wajib pajak yang taat dan patuh terhadap 

kewajiban perpajakannya merasa tidak adil akan tetapi disituasi pasca pandemi 

sebagian besar masyarakat mengalami penurunan perekonomian maka 

kebijakan ini dirasa bijak untuk dilaksanakan. 

Persepsi konsultan terhadap kebijakan PPS yakni konsultan pajak 

memandang bahwa kebijakan ini merupakan kebijakan yang bertujuan untuk 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan asas kesukarelaan, yang berarti 

tidak adanya pemaksaan dalam pelaksanaaanya. Kebijakan PPS dapat 

dikatakan bersifat lebih komprehensif dalam kebijakan PPS konsultan pajak 
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ikut mengambil andil dalam pemaksimalannya dengan berkontribusi 

melaksanakan sosialisasikan kebijakan PPS pada wajib pajak. 

Persepsi otoritas pajak terhadap kebijakan berpandangan bahwa kebijakan 

PPS menargetkan wajib pajak yang mempunyai kesalahan di masa lalunya. 

Dalam memaksimalkan penerimaan pajak, DJP melakukan upaya semaksimal 

mungkin dengan memanfaatkan semua media yang ada. Dalam pelaksanaan 

PPS tidak memiliki target karena program ini dilaksanakan dengan asas 

kesukarelaan. 

B. SARAN 

 

Adapun saran dalam penelitian ini yaitu : 
 

1. Konsultan Pajak 
 

Konsultan pajak sebagai penengah sekaligus menjadi jembatan antara 
 

otoritas pajak dan wajib pajak, diharapkan selalu meningkatkan kompetensi 
 

sehingga bisa menyalurkan hal positif serta dapat mengambil keputusan 
 

yang memberikan dampak positif terhadap wajib pajak, negara, dan 

masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan akan pajak. 

2. Wajib Pajak 

 

Wajib pajak selaku subjek pajak sebaiknya patuh dalam pemenuhan 

kewajiban perpajakan, pemerintah menetapkan kebijakan dengan kepastian 

hukum yang jelas dan hal ini memberikan kesempatan kepada wajib pajak 

untuk memenuhi kewajiban perpajakannya yang memberikan manfaat 

positif terhadap wajib pajak. 



 

 

3. Penelitian Berikutnya 

 

Penelitian berikutnya sebaiknya dilakukan di KPP Pratama lainnya yang 

ada di lingkungan Kanwil DJP Provinsi Bal, sehingga mendapatkan hasil 

penelitian yang lebih luas, dan penelitian berikutnya sebaiknya melakukan 

penelitian lanjutan terkait pelaksanaan PPS pasca pandemi sehingga mampu 

memberikan kontribusi tambahan. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 



 

 

Lampiran 1 : Hasil Wawancara 

 
A. Hasil Wawancara Wajib Pajak Orang Pribadi 

 
No. Wawancara : 1 

Nama Narasumber : Bapak Made (BM) 

Penanya : Ayu Dinda (AD) 

Peran : Wajib Pajak Orang Pribadi (Ikut PPS) 

Tipe Wawancara : Wawancara Tak Terstruktur 

Perihal : Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) 

 

 

Inisial Transkrip 

AD : Selamat siang pak, saya Dinda 

BM : Ow dik Dinda yaa, silahkan duduk. Dari universitas mana ya? 

AD : Saya dari Politeknik Negeri Bali 

BM : Di Jimbaran berarti ? 

AD : Iya pak 

BM : Owh, iyaiya. Gimana dik? 

AD : Sebelumnya mohon maaf mengganggu waktunya, saya sedang menyusun 
skripsi dengan judul Persepsi masyarakat pajak terhadap PPS, saya 

memerlukan bapak sebagai informan dalam penelitian saya pak. 

BM : Oo begitu 

AD : Mohon maaf sebelumnya pak, saya ingin menanyakan ke bapak apakah benar 

bapak memiliki usaha? 

AD : Betul dik 

BM : Kalo boleh tau usaha napi manten pak? 

AD : Yaa ada sih beberapa di property, tapi di situasi pandemic gini kebanyakan lesu 
dik 

BM : Berarti usaha bapak kena imbas juga saat pandemic nggih? 

AD : Sangat dik, sangat berimbas. Penjualan berkurang juga 

BM : Tapi di situasi sekarang bukannya sudah mulai ramai di bali pak? 

AD : Iya dik, bisa dibilang saya ngulang merintis pelan-pelan 

BM : Pelan tapi pasti nike pak 

BM : Nggih dik, jadi gimana dik? 

AD : Iya pak, yang pertama saya ingin menanyakan pandangan bapak terkait 
kebijakan PPS itu apa? 

BM : Hm, pandangan ya? menurut saya sih PPS itu kebijakan yang dikeluarkan 
pemerintah yang bertujuan mengungkap yang belum di ungkap 

AD : Maksud bapak mengungkap yang belum di ungkap nike gimana nggih pak? 

BM : Jadi gini, menurut saya pribadi, PPS merupakan kebijakan dengan konsep 
mengungkap yang belum di ungkap, yang berarti kalo ada masyarakat yang 



 

 
 

  belum lapor hartanya maka disarankan untuk lapor, tapi untuk detailnya bukan 

sekedar mengungkap melainkan memberikan kesempatan kepada masyarakat 

yang belum melakukan kewajiban perpajakannya dengan benar 

AD : Apa bapak ikut kebijakan PPS ? 

BM : Ikut dik 

AD : Kalo boleh tau, bapak tau informasi PPS ini dari siapa? 

BM  Saya tau kebijakan ini dari konsultan pajak yang kebetulan dia itu teman dari 

anak saya 

AD  Oh begitu pak, motivasi bapak untuk mengikuti kebijakan ini apa pak? 

BM : Alasan utama saya mengikuti sarannya karena ada harta yang belum 
dilaporkan pada SPT di tahun 2019 

AD : Berarti itu assetnya dalam keadaan lupa lapor napi gimana pak? 

AD : Bisa dibilang gitu dik 

BM : Kalo boleh saya tau asset yang belum bapak laporkan napi manten? 

AD : Em, saya di tahun 2019 mendapat warisan tanah, kost tapi tidak terlalu luas 

dik, dan loft dari orang tua saya. 

BM : Loft itu seperti kost bukannya pak? 

AD : Betul dik, loft ini lebih luas bisa dibilang apartemen juga. Apartemen yang di 
desain interiornya modern seperti itu dik 

BM : Tapi loft itu banyak diminati sama orang local pak? 

AD : Kalo orang local jarang dik, kebanyakan bule, kalo emng local ya dari luar bali 

kebanyakan, yang emng ke bali mau ngurusin bisnisnya. Itu sih yang sering 
nyewa loft saya dik. 

BM : Ooo begitu pak, bapak yang mengelola setelah di hibahkan? 

BM : Iya dik, sambil saya perbaiki bangunannya 

AD : Kalo boleh tau berapa nggih kisaran nominalnya untuk harta yang dihibahkan? 

BM : Saya engga inget nominal pastinya, kalo engga salah dikisaran 10 an lah dik 

AD : 10 miliar mksdnya nggih pak? 

BM : Em, kurang lebihnya segitu dik soalnya saya dibantu sama konsultan. Jadi ya 

kebanyakan konsultan saya yang ngurusin dik. 

AD : Menurut bapak konsultan pajak sangat membantu dalam memenuhi kewajiban 

perpajakan yang belum bapak penuhi? 

BM : Iya dik, saya basicnya kan engga ngerti pajak. Awam dengan perpajakan, jadi 
konsultan pajak yang sangat membantu dik 

AD : Owh begitu pak, emm kalo menurut bapak, kebijakan PPS ini kebijakan yang 

gimana pak? 

BM : Untuk saya pribadi, kebijakan PPS ini dapat dikatakan sebagai beban dan 

keharusan 
AD : Maksudnya gimana nike pak? 

BM : Gimana ya dik? Memang di kondisi perekonomian sekarang untuk melunasi 

kewajiban perpajakan tergolong berat apalagi Bali di masa pemulihan 

pariwisata, namun disituasi ini memaksimalkan kebijakan PPS merupakan 

keharusan. Karena kenapa? Karena ini kesempatan bagus, untuk menebus 

kesalahan dengan biaya yang lebih kecil, jika dibandingkan harus membayar 

beban pajak dari proses pemeriksaan. 



 

 
 

AD : Untuk bapak sendiri pelaksanaan PPS ini dirasa memberatkan napi gimana 
pak? 

BM : Bisa dibilang gitu dik, tapi setiap kebijakan kayaknya ad manfaatnya. Kalo 
engga ada manfaat engga mungkin dilaksanakan ya kan dik? 

AD : Nggih nike pak, selain alasan utama yang bapak jelasin tadi, ada faktor lain 
yang mendukung bapak ikut kebijakan ini? 

BM : Emmm, kalo nanyain tentang alasan lain pastinya ingin terbebas dari sanksi 

dan harta yang diungkapkan tidak dapat dijadikan sebagai bahan pemeriksaan 

dik 

AD : Kalo untuk jangka panjangnya gimana menurut bapak? 

BM : Kalo untuk jangka panjangnya dengan kebijakan PPS pasti pengennya harta 

yang saya miliki aman dik. Dengan kebijakan PPS ini berrarti harta-hartanya 
langsung masuk ke SPT dan diakui. Yang berarti sudah aman kan ? 

AD : Betul pak, kalo saat pelaporan apakah bapak ada kendala? 

BM : Sejauh ini engga ada kendala dik, soalnya saya kan di bantu sama konsultan 

cuman kalo ditanya kendala saya pribadi, ada beberapa asset yang saya tidak 

tau nilai nominalnya, makanya perlu nyariin dulu berkasnya biar tau pasti nilai 
nominalnya dik 

AD : Berarti bapak hanya terkendala itu nggih? 

BM : Iya dik, tapi tidak terlalu sih kendalanya 

AD : Kalo harapan bapak untuk kedepannya terkait pelaksanaan PPS gimana pak? 

BM : Yaa semoga saja setelah pelaksanan PPS, perekonomian di Indonesia membaik 

khususnya di daerah Bali. Selain itu harapannya dana hasil PPS agar diawasi 

lebih ketat oleh pemerintah agar manfaat dari dananya dapat dirasakan oleh 
masyarakat. 

AD : Owh begitu pak, terimakasi informasinya pak. Mohon maaf niki pak 
mengganggu waktu bapak 

BM : Nggih dik, engga apa. Saya seneng kalo ada mahasiswa yang mau belajar 



 
 

No. Wawancara : 2 

Nama Narasumber : Ibu Ayu (IA) 

Penanya : Ayu Dinda (AD) 

Peran : Wajib Pajak Orang Pribadi (Tidak Ikut PPS) 

Tipe Wawancara : Wawancara Tak Terstruktur 

Perihal : Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) 

 

 

Inisial Transkrip 

AD : Selamat siang bu, saya Dinda 

IA : Owh iya dik 

AD : Saya dari Politeknik Negeri Bali bu, kebetulan saya sekarang semester akhir 

yang sedang Menyusun skripsi dengan judul Perspektif Masyarakat Pajak 

terkait kebijakan PPS 

IA : Oo TA jilid 2 itu bukan dik? 

AD : Iya bu, sering dibilang TA Jilid 2 

IA : Jadi gimana dik? 

AD : Jadi gini bu, saya memerlukan ibu sebagai informan dalam penelitian saya 
mengenai kebijakan PPS bu 

IA : Oh baik dik, tapi saya jawab sepemahaman saya nggih? 

AD : Baik bu, yang pertama saya ingin menanyakan apa yang ibu ketahui tentang 

kebijakan PPS ini bu? 

IA : Yang saya ketahui PPS itu kepanjangan dari Program Pengungkapan Sukarela. 

PPS ini kebijakan lanjutan dari TA, dan mungkin kebijakannya mirip. 

AD : Oo nggih bu, memang banyak yang bilang kalo ini merupakan kebijakan 

lanjutan dari TA. 

IA : Nggih dik, yang saya tau ya sama cuman dibedakan namanya aja, kalo 
menurut saya dik 

AD : Nggih bu, kalo ibu pribadi ikut kebijakan PPS? 

IA : Kebetulan saya engga ikut PPS dik 

AD : Kalo boleh saya tau, alasannya napi nggih bu? 

IA : Sebenernya saya dulu sudah pernah ikut TA dik 

AD : Di tahun 2016 berarti nggih? 

IA : Iya dik betul, di dalam kebijakan TA saya sudah mengungkap semua asset 
yang kurang lapor dengan transparan. Setelah kebijakan TA, setiap ada 

tambahan harta saya langsung mengungkapkan dalam SPT 

AD : Berarti semua asset yang ibu miliki udh di lapor ? 

IA : Iya dik betul, saya engga mau ada yang harus dipikirin lagi dik. Kalo belum 

bayar kewajiban itu sering kepikiran. Engga ada salahnya juga jujur, lebih 
mending jujur dari pada harus sembunyi sana sembunyi sini dik 

AD : Selain yang ibu jelaskan tadi, apa yang ibu ketahui tentang kebijakan PPS ini 
bu? 



 

 
 

IA : Yang saya tau kebijakan PPS memang merupakan TA jilid 2, yang 
dimanfaatkan oleh para kalangan ekonomi atas. 

AD : Maksudnya gimana nike bu? 

IA : Kalangan ekonomi atas biasanya kan punya banyak asset dik, kalo semua 

assetnya di ungkapkan pasti ngerasa beban bayar pajaknya, makanya sering 
kucing-kucingan sama pemerintah. 

AD : Berarti dengan kebijakan ini bisa dibilang bermanfaat untuk kalangan atas 
nggih bu? 

IA : Ya tentu dik, kalangan atas merasa diuntungkan dengan kebijakan ini, sudah 

jelas dengan kebijakan ini tarif yang dikenakan lebih murah dibandingkan 

dengan sanksi yang seharusnya. Yang udah taat bayar pajak kan ngerasa engga 
adil jadinya dik. 

AD : Berarti ibu merasakan engga adil napi gimana bu? 

IA : Iya dik, kebijakannya kurang adil untuk masyarakat yang rajin dalam 
melaksanakan kewajibannya 

AD : Kalo saran saran ibu terhadap pemerintah gimana? 

IA : Saran saya, ya semoga kebijakan ini bermanfaat buat masyarakat, apalagi 

dalam kondisi baru banget selesai pandemic. Setidaknya cepet dirasain 
manfaatnya 

AD : Owh begitu bu, terimakasi bu informasi yang  ibu berikan. Mohon maaf 
mengganggu waktunya 

IA : Nggih dik sama-sama 



 

 

B. Konsultan Pajak 
 

No. Wawancara : 3 

Nama Narasumber : Bapak Gede (BG) 

Penanya : Ayu Dinda (AD) 

Peran : Konsultan Pajak 

Tipe Wawancara : Wawancara Tak Terstruktur 

Perihal : Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) 

 

 

Inisial Transkrip 

AD : Pak, saya Dinda mahasiswa Politeknik Negeri Bali. Saya sedang menyusun 
skripsi dengan judul Persepsi masyarakat pajak terkait PPS 

BG : Owh, baik dik 

AD : Yang pertama saya ingin menanyakan pandangan bapak terhadap kebijakan 
PPS 

BG : Jadi dapat kita lihat PPS ini memang sebuah program yang ditujukkan untuk 

meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak berdasarkan asas kesukarelaan, 

kepastian hukum, serta kemanfaataan dengan melakukan pembayaran berupa 

uang tebusan yang dapat dikatakan dalam pembayarannya, di diskon oleh 
pemerintah. 

AD : Diskon dalam tarifnya berarti nggih pak? 

BG : Iya dik betul, pemerintah memberikan kebijakan PPS ini sebenernya ingin 

menaburkan budaya kepatuhan yang tinggi secara sukarela 

AD : Owh begitu kalo menurut bapak pribadi makna kata sukarela dalam asas yang 
dipakai dalam kebijakan PPS ini gimana pak? 

BG : Sukarela kan bisa diartikan sebagai kebebasan atau tidak dipaksakan, selain 
itu dapat diartikan sebagai suatu tindakan untuk membantu. 

AD : Yang berarti engga dipaksain oleh pihak pemerintah begitu nggih pak? 

BG : Iya betul dik,  kebijakan PPS ini tidak dipaksakan untuk ikut, melainkan 

diberikan jalan atau bantuan. Sekarang tergantung wajib pajak mau 

memanfaatkan kebijakan ini atau tidak. 

AD : Kalo menurut bapak, arti PPS menurut pemerintah itu apa? 

BG : Menurut saya pemerintah memberlakukan kebijakan PPS untuk meningkatkan 
kesadaran masyarakat akan pajak dan pastinya mengajarkan keterbukaan 
dalam pelaporan SPT 

AD : Owh begitu, berarti pemerintah akan merasa terbantu dengan kebijakan ini 
nggih pak? 

BG : Tentu saja dik, pemerintah ingin memaksimalkan penerimaan pajak apalagi di 

kondisi pandemic. APBN negara turun sementara kebutuhan saat pandemi itu 

banyak dik, masker, tenaga kesehatan di maksimalkan,belum lagi vaksinasi. 

Banyak pengeluarannya sedangkan penerimaannya tidak sebanding. 



 

 
 

AD : Jadi menurut bapak PPS ini bermanfaat pak? 

BG : Bermanfaat ini tergantung dik, untuk saya pribadi PPS ini kesempatan untuk 

menjadi benar dik 

AD : Benar yang bapak maksud gimana nggih? 

BG : Gini dik, kalo kita menutupi harta kita kepada pemerintah pastinya akan terus 
kucing-kucingan. Pihak pemerintah mengejar, sedangkan wajib pajak 
bersembunyi. Transparansi kepada pemerintah perlu dik. 

AD : Owh betul pak, kebanyakan wajib pajak masih seperti itu. 

BG : Iya begitu dik 

AD : Kebijakan PPS ini banyak yang bilang merupakan kebijakan lanjutan dari TA, 

menurut pandangan bapak gimana? 

BG : Memang kebijakan TA berkaitan dengan PPS, TA kan sebenarnya bagian dari 

PPS. Bisa dibilang TA jilid 2, tapi sifatnya lebih komprehensif 

AD : Komprehensif yang bapak maksud gimana nggih? 

BG : Gini dik, kenapa saya bilang sifatnya komprehensif? Karena begini, dalam 

PPS kan ada 2 skema kebijakan, di skema 1 sudah dipaparkan dengan jelas 

bahwa kriteria yang termasuk skema 1 orang-orang yang merupakan alumni 

TA atau bisa dibilang untuk mengikuti skema 1 dikecualikan untuk 
masyarakat yang tidak pernah mengikuti kebijakan TA 

AD : Owh berarti TA ada di dalam kebijakan PPSnya gitu maksud bapak nggih? 

BG : Betul dik, selain itu setelah TA kebijakan administrasi di Indonesia kan masih 

kacau karena kan menganut self assessment dik kasarnya menilai diri sendiri 

AD : Berarti untuk mengatur ulang administrasi perpajakan maka dilakukan PPS 

begitu nggih pak? 

BG : Iya dik, dengan adanya program PPS administrasi perpajakan dan databasenya 

akan lebih valid 

AD : Menurut bapak bagaimana antusias masyarakat terkait kebijakan PPS ini pak? 

BG : Sebenernya antusias wajib pajak yang ikut PPS ini tidak terlalu banyak jika 

dibandingkan dengan kebijakan tax amnesty. Tapi ada beberapa yang antusias 

dik, dari awal tahun sudah mengumpulkan asset yang belum di laporkan dan 
nominalnya 

AD : Kalo boleh saya tau, klien bapak banyak yang ikut PPS? 

BG : Banyak dik, hampir semua ikut kebijakan TA klien saya 

AD : Termasuk bapak sendiri ikut kebijakan PPS? 

BG : Iya dik, saya ikut kebijakan PPS biar engga di periksa sama orang pajak 

sebenernya 

AD : Owh begitu pak, kalo kebanyakan klien kakak ikut PPS berprofesi jadi apa 

pak? 

BG : Yang paling dominan pastinya pengusaha dik, pemiliki bisnis juga ada, ada 

juga PNS tapi penerima waris dari orang tuanya saat itu kemungkinan belum 

diungkapin hartanya 

AD : Owh begitu pak, biasanya asset apa saja yang di ungkap kliennya pak? 

BG : Kebanyakan pengungkapan setara kas, rekening tabungan luar negeri, 

investasi saham bursa, apa lagi ya? Owh iya modal saham PT, asset tanah 

bangunan juga 



 

 
 

AD : Kalo klien yang mengungkapkan asset luar negeri di repatriasi biasanya pak? 

BG : Tidak ada klien saya yang repatriasi asetnya dik 

AD : Loh, alasannya kenapa pak? 

BG : Kebanyakan males repatriasi karena harus invest, kemungkinan karena return 
yang di dapatkan kecil. Jadi mending di luar negeri invest. 

AD : Kebanyakan inves di negara apa kliennya pak? 

BG : Singapura sma Australia sih dik 

AD : Biasanya memilih disana karena kenapa pak? 

BG : Ya karena di kedua negara itu dirasa pajaknya lebih murah dibanding negara 

lain 

AD : Owh begitu pak, kebanyakan klien yang sudah mengungkapkan assetnya 

gimana perasaannya pak? 

BG : Ya merasa lega lah dik 

AD : Lega dalam artian bagaimana pak? 

BG : Lega karena asset yang mereka miliki sudah aman dan legal, selain itu engga 
dikejar orang pajak, dan tidak dilakukan pemeriksaan 

AD : Kalo dari pandangan bapak sendiri, melihat PPS ini efektif atau gimana pak? 

BG : Sejauh ini efektif dik, selain itu prospek pemerintah untuk kedepannya sangat 

bagus, tapi balik lagi tergantung dari pandangan setiap orang. Kalo dari pihak 

pemerintah akan dapat mengukur potensi wajib pajak, kepatuhan pajak akan 

meningkat, dan kecurangan dalam pelaporan pajaknya akan berkurang, dan 
diharapkan stabilitas ekonominya akan membaik. 

AD : Kalo boleh saya tau apa upaya bapak sebagai konsultan untuk ikut membantu 
memaksimalkan penerimaan pajak melalui kebijakan ini pak? 

BG : Upaya yaa? Kalau dari pihak konsultan pernah sih diadakan seminar secara 
offline di gianyar, waktu itu IKPI kolaborasi dengan KPP Pratama Gianyar. 

AD : Berarti dilaksanakan offline aja pak? 

BG : Enggak dik, Kalau secara online juga banyak diadain seminar dari IKPI lewat 

zoom dengan wajib pajak di Bali. Selain itu konsultan pajak pasti bertemu 

dengan wajib pajak sekaligus merupakan klien saya, secara enggak langsung 

kan pasti mengarahkan ataupun memberikan pemahaman terkait kesempatan 

ini 

AD : Owh begitu, berarti konsultan pajak ikut mengambil andil untuk 

pemaksimalan penerimaan pajak nggih pak? 

BG : Nggih dik, tentu saja sebagai konsultan memang keharusan 

AD : Owh begitu pak, terimakasi informasinya dan terimakasi bapak sudah mau 

meluangkan waktunya 
BG : Nggih dik, kalo ad yang kelupaan nanya. Bisa hubungin saya aja 

AD : Baik pak, suksma nggih pak 



 

 

C. Otoritas Pajak 
 

 

No. Wawancara : 4 

Nama Narasumber : Bapak Mona (MN) 

Penanya : Ayu Dinda (AD) 

Peran : Otoritas Pajak 

Tipe Wawancara : Wawancara Tak Terstruktur 

Perihal : Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) 

 

 

Inisial Transkrip 

MN : Silahkan duduk dik, disini aja duduknya 

AD : Baik pak, saya Dinda pak. Mahasiswa Politeknik Negeri Bali, saya sedang 
menyusun skripsi dengan judul persepsi masyarakat pajak terkait kebijakan PPS 

MN : Owh begitu dik, ini di rekam ya dik? 

AD : Iya pak, saya ijin merekam 

MN : Silahkan di rekam dik, soalnya waktu ini ada mahasiswa lupa ngerekam jdinya 
balik kesini lagi menanyakan hal yang dia lupa 

AD : Owh begitu pak, saya rekam nggih pak 

MN : Silahkan dik 

AD : Yang pertama saya ingin menanyakan terkait pengertian PPS menurut 
pandangan bapak 

MN : Kalau dilihat dari kepanjangan PPS itu kan program pengungkapan sukarela, 

sudah terpapar jelas bahwa kebijakan ini merupakan himbauan untuk 

melakukan pengungkapan harta secara sukarela yang diperuntukkan wajib 

pajak yang belum mengungkapan hartanya atau belum pernah ikut kebijakan 
TA. Jadi kebijakan ini yang perlu dimanfaatkan oleh wajib pajak 

AD : Berarti dapat dikatakan yang memiliki kesalahan di masa lalu seperti itu pak? 

MN : Sebenernya kebijakan ini diperuntukkan bagi masyarakat yang mempunyai 

kesalahan di masa lalu. Kesalahan yang dimaksud bisa karena lalai saat 

pelaporan asset sehingga lupa mengungkapkan semua assetnya, mungkin ada 
yang menyembunyikan agar terhindar dari pembayaran pajaknya dik 

AD : Menurut bapak, apa tujuan di berlakukan kebijakan PPS untuk pemerintah pak? 

MN : Program PPS ini kita tau bahwa tahun 2016 sudah ada tax amnesty, saat tax 

amnesty sebenernya pihak DJP belum memiliki data yang valid tentang harta 

WP yang perlu diungkap saat tax amnesty. Oleh karena itu kita tau bahwa 

tarifnya lebih rendah dengan masa pelaksanaannya yaitu 9 bulan, dengan tarif 

yang berubah. Di tahun 2020 dan 2021 Indonesia mengalami pandemi, saat 

pandemic APBN otomatis berada pada tekanan yang berat, walaupun APBN 

berada di tekanan yang berat karena pandemic tetapi tugas pemerintah tidak 

boleh berhenti sampai disitu, justru pemerintah dalam keadaan seperti itu peran 

pemerintah harus muncul. Maka dari itu pemerintah berusaha memberikan 



 

 
 

  kebijakan program seperti pemberian insentif pajak, PPhnya dibebaskan untuk 

PPh pasal 21 jika penghasilannya kurang dari 250 juta pertahun tidak perlu 

dikenakan PPh pasal 21, umkm pph pasal 25 di diskon 50% yang bertujuan 

untuk pemulihan ekonomi. Mungkin akan ada masyarakat yang bertanya 

mengapa tarif PPS ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan tax amnesty? hal 

ini karena pemerintah sudah memiliki data, dan pertukaran data sudah berjalan. 

Tahun 2019 PMK (3248) yang Namanya IDLP sudah ada 167 juta baris data, 
dan datanya sudah diterima oleh DJP. 

AD : Kalo seperti itu kenapa tidak langsung di eksekusi oleh DJP pak? 

MN : Hal ini karena setelah pandemi, jika langsung di eksekusi kan sangat kejam 

sekali. Maka dari itu pemerintah memberikan kembali kesempatan, kita 

memang punya data tapi kami tidak eksekusi, kami beri kesempatan sekali lagi 

ayo yang mau mengungkapkan harta secara sukarela gunakan kesempatan ini, 

Namanya kesempatan tentunya ada batasnya, kesempatan ini dibatasi sampai 

dengan tanggal 30 juni 2022, dan mulai 1 juli 2022 kesempatan tersebut sudah 

tidak ada. Artinya bagi wajib pajak yang tidak mengambil kesempatan ini 

pemerintah sudah sah jika dilakukan tindakan penegakan hukum sudah boleh 

dan asas keadilan terpenuhi seperti itu gambarannya. 

AD : Menurut bapak apa yang perlu di pertimbangkan oleh wajib pajak dalam 
mengikuti kebijakan PPS? 

MN : Menurut saya yang perlu di pertimbangkan itu DJP selama ini sudah melakukan 

pertukaran data secara automatic. Baik dari luar negeri yaitu AEOI (Automatic 

Exchange Of Information) beserta juga data perpajakan dari dalam negeri dalam 

bentuk ILAP (Institusi Lembaga dan Pihak Lain). Yang berarti pemerintah 

bukan hanya mengumpulkan data dan meletakkannya di rak aja, tapi melalui 

pertukarannya diperuntukkan untuk memberantas wajib pajak nakal atau wajib 
pajak yang melakukan penghindaran pajak. 

AD : Berarti nantinya pemerintah akan bisa mengakses data yang disembunyikan 
oleh WP gitu nggih pak? 

MN : Iya dik, makanya menurut saya pribadi perlu diberlakukan kebijakan PPS 

AD : Penting atau tidak sebenernya masyarakat memanfaatkan kebijakan ini pak? 

MN : Sebenernya dik program ini memberikan penawaran berupa kesempatan kepada 

wajib pajak yang belum menunaikan atau mengungkapkan kewajiban 

perpajakannya yang bertujuan untuk mengarahkan wajib pajak menjadi patuh 

AD : Penawaran yang diberikan kepada wajib pajak berupa apa pak? 

MN : Seperti yang saya jelaskan tadi dik, dilihat dari tarifnya dik, jika memanfaatkan 

kebijakan ini lebih murah tarif yang didapat, sesuai dengan skema yang akan 

diikuti oleh wajib pajak. Tarif ini lebih murah dik jika dibandingkan dengan 

sanksi yang seharusnya dikenakan. 

AD  Jadi menurut bapak ini kebijakan yang perlu di manfaatkan oleh wajib pajak 
nggih pak? 

MN  Betul dik, istilahnya dik ya? Kesempatan yang ditawarkan memang dengan 

tujuan uang tebusan namun dapat diartikan wajib pajak memohon ampun 

kepada pemerintah atas ketidakjujuran dan kelalaiannya. Berharap agar 
kedepannya lebih patuh. 

AD : Owh begitu pak, kalo dalam kebijakan PPS ini ada targetnya? 



 

 
 

MN : Kalo ngomongin target dalam kebijakan PPS memang uniknya tidak memiliki 
target penerimaan pajak. 

AD : Kok gitu pak? Kan biasanya setiap kebijakan pasti ada targetnya untuk ngukur 
kesuksesan pelaksanaannya 

MN : Kalo diliat dari asas dalam pelaksaan PPS kan sudah dipaparkan dengan jelas 

dik, yang memang didasari oleh asas kesukarelaan. Jadi tidak ada paksaan untuk 

ikut kebijakannya, sebenernya tujuan dari program ini kan memang untuk 

memperbaiki kepatuhan wajib pajak. Pemerintah juga enggak mau dibilang 

kejar setoran atau sejenisnya 

AD : Owh iya ya pak? Karena memang kebijakannya didasari oleh asas kesukarelaan. 

Kalo dari kebijakan PPS ini apakah tergolong lancar? 

MN : Jika lancar kita harus melihat dari sudut mana, lancar pelaksanaannya, lancar 

sesuai dengan target, atau lancar dengan apanya. Kalo lancar pelaksanaannya 

sejauh ini pelaksanaannya lancar, dan belum menemukan kendala yang berat 
dilapangan 

AD : Untuk upaya otoritas pajak dalam pemaksimalan PPS ini dilakukan apa saja 

pak? Apakah sudah maksimal pak? 

MN : Maksimal atau tidaknya upaya otoritas tergantung dari sudut pandang masing- 

masing, kalo saya bilang maksimal mungkin ada wajib pajak yang bilang belum 

maksimal karena ada wajib pajak yang tidak tau. Tetapi dari sudut pandang saya 

sebagai otoritas pajak, pihak DJP sudah melakukan sosialisasi secara maksimal, 

kenapa? Semua cara dan upaya sudah kami lakukan, lewat televisi sudah, radio, 

media social salah satunya yaitu live ig berkali kali, kami mengadakan podcast 

juga, baliho, spanduk, sms, email juga, dan kami juga melakukan sosialisasi 

roadshow dilakukan selama sebulan melibatkan semua tenaga penyuluh pajak, 

tenaga assisten penyuluh pajak, semua kantor pajak yang ada di Bali. Tetapi 

program ini tidak hanya di Bali tetapi semua KPP di Indonesia melakukan hal 

yang sama, supaya tidak ada wajib pajak yang  tidak terjangkau, memang 

sosialisasi yang dilakukan di Bali secara offline, kalo di bali kami mengadakan 
terjadwal dan menjangkau semua kabupaten di Bali 

AD : Berarti dari pihak DJP sudah sangat berusaha untuk mensukseskan kebijakan 

niki nggih pak? 

MN  Tentu saja dik, semua upaya sudah dilakukan. Sekarang kan dari pihak 

masyarakatnya, menerima dengan baik atau gimana? Tapi itu kan hak masing- 

masing dik 

AD : Memang sudut pandang orang berbeda-beda pak 

MN : Iya dik, ada lagi yang mau ditanyakan dik 

AD : Untuk sekarang itu saja pak, terimakasi informasinya pak 

MN : Nggih dik, semoga membantu ya? 

AD : Sangat membantu nike pak, suksma 



Sumber : Kanwil DJP Bali 

 

 

Lampiran 2 : Data Penerimaan Pajak 
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